
PA"AK REKLAMJo;

DENGAN RAHMAT TUllAN YANG MAliA ESA

WALJKQTA PALEMBAN(;.

8. bahwa dengan dil~tap?ya Undang - Undang Nomor 211Taboo 2009 1cn13ng
Pajak Daerah dan R\:wbusi Daerah, dalam upaya mengintensilkan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor Pajak Reklarne, perlu meninjau dan
rnerubah keofbali Pcraturan Daerah Kotnmadya Daerah Tingkat II Palembang
Nomor 3 Tabl!'l 1998 tentang Pajak Rcklamc sebagaimana telah diubah dengan
Peraiuran Daerah KOla Palcmbang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame,
perlu disesuaikan dengan keteniuau UI)d8Jlg-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tcntang Pajak Decrsh dan Retribusi Daerah dimnksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnuna dimaksud dalam huruf a, pcrlu
mernbentuk PeraiurunDaerah KOl3 Palcmbang lcntansl'ajak Rcklamc,

I. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1!IS!) tcnrang Pcmbenrukan Daerah Tingkar Il
dan Kotaprnja di Sumatera Selntan (Lembamn Ncgam Rl Tahun 1959 Nomor 7.3.
Tambahan Lcrnbaran Negara IU Nomor 1821);

2. Undang - Unclang Nomor 8 Tahun 19111 temang Aukum Acorn Pidana (Lembaran
Ncgam RJ Tahun 1981 Nomor 76, 'Iambahan Lernbaran Ncgara IU Nomor 3209);

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Ncgara RJ Tahun 1997 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3684):

4. Uodang - Undang Nomor ro Tahun 2004 tentang Pembemukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negam R:l Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RTNomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 3.2 Tahun 2004 tentang Pcmcrintshan Daerah
(Lembaran Ncgara RJ "Iahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lernbaran Negara RI
NOlllor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Ondang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2004 tenrang Perncrintahan Daerah (Lembaran Nagara Rl Tahun 2008
Nomnr 59. Tnmhnhan Lernbaran Ncgara RJ Nomor 4844):

6. Uudang- UndungNomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangaa Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara RJ Tahun 2004
Noruor 126 Tambahan Lcmbamn Negol:8 RI Nornor 4438);

7. Undang - I1ndans; Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Rerribusi
J.)aorah (Lembaran Negarn RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahau Lernbaran
Negara RI Nomar 5049);

8. Pcraruran Pcmcrintah Nomor 27 TnhUI11983 tentang Pelaksanaan Hukum Aeara
Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 36. Tambaban Lembaran
Negara Rl Nomor3258);

9. Pcmturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan aniara Pemetimah, Pemerintahan Provinsi, dan Pernerintaban
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RlTahun 2007 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor4137);

10. Peraturan Dacrah KOla Palcmbnng Nomor 44 Tabun 2002 tentang KClellIrlllIlan
dan Ketertiban ([embaran Daerah Kotll Palembaog Talum 2002 Nomar 76)
sebogaim8n8 tclalt diubah dcngan Pcmtllmn D-de:rah kOla Palembang NOmor 13
Tabun 2007 lentan.& KetcT,lJI"3lllnndan Ketertiban (Lcmbaran Dacrah K018
Palembang "ahun~7 Nomor 13);

TENTANG

P.ERATUI~AN DAERAH K01'A PALEMBANG

NOMOR 14 TAlfUN 2010

Mengingar

Menimbang



PA.~alt

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
I. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pcmcrintah KOla adalah I'ernerintah KOla Palembang.
3. WalikOla adalab Walikota Palembang,
4. Dinas Pendapatan Oacmh adalah Diuas Pendapatan Daerah KotaPalembang..
5. KCJ)IIJaDinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palcmbang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuaa, baik

yang melakukan usaha yong rncliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan laiUJlyo. badan usahu milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMO) dcngnn noma dan bcntuk apapun. firma, kongsi, kopcrasi, dana
pengsiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. organisasi massa, organisasi sosinl
politik atau orgnnisasi lainnya, lcmbaga dan benuk badon Ininnya tcrmasuk kontrak
investasi kolcktif dan bemuk usaha tetap.

7. Pajak Reklame adalah pajnk aias pcnyelcnggaraan reklamc;
8. Reklame &dalah benda, alai, perbuatnn ataumedia yang bemuk dan corak racaron}!!

dirancang unruk lujUlln komersial memperkennlkan, mcnganjurlron.,
mcmprornosikan mnu mcnarik perhatian umum Icrhadap barang, jasa, orang atau
badau yang dOpOI dillhar, dibaca, didengar, dirnsakan dan/aInu dinikmati oleh
umum:

9. PllJ1ggwlj,:lokasi reklamc adalal: suatu samoa atau ternpat pcmasangan I ($OIU) atau
bebcrspa buah reklame:

10.Pcnyclenggornon rcklame adalah pcrorangan atau Rod8J1 Hukum yang
menyclcll!:!l:arakan reklnmc hili" untuk dan. aias namanya scndiri :ltaD untuk dan
alas nama pihak lain yang Illcnjlldi tanggungannya;

l l.Kawasan/Zone adalah batasan wilnyah tcrtentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapru digunakan unruk pemasangan rcklame:

I2.Nilai JuaJ Objek Pajak Reklame adaJah kescluruhan pcrubayaranfpengeluaran biaya
yang dikeluarkan olch pcmilik dan :uau penyclcnggaraan reklamc tcnnasuk dalam
hnI ini adaJab biayalhargn beli bahan. reklame. konstruksL instalasi Iistrik,
pembayamn/ongkos j)Cr.lkitan, pcntancaran, pc:ragaan. penayangan, pcmgecatnn.
pernasangan dan Irunspor1nsi pcngangkulaD. dan loin sobagainy!! sampai deugan
bangunan reldllJ11Crampung. dipancarkon djpcnlgaknn. difRyaugkan dan :uau
tcrpnsnng dilcmplll yang 1clnhdiizinkan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWA'I\ PI!RWAKILAN RAKYATDAERAH KUTA PALEMBANG

dan

WALlKO'l'A PALEMBANG

MRMUTUSKAN :

l'cRATURAN UAl:iRAH 'I13N'J'ANO PAJAK REKLAME.

.!jAB I
KF.TF.NTUAN UMUl\I

11. Pernturan Daerah Kola Palcrnbang NOlUor 15 ('ohlin 2004 tentang Pedoman
Pembinaan dan Opcrasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kala Palembang Tabun 2004 Nemer J1);

12. Peraiuran Duerah Kala l'olCll1hnng Nomor 6 Tahun 2008 Icnlang Urusan
Pcmcrintahan Knill Palcmbang (Lcmbaran Daerah Kala Palernbang
Tahun 2008 Nemer 6);

13. Peraruran Daorah KOla Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pcmbcmukan,
Susunan Organisasi dan Tala Kclja Dinas Daerah KOla Palcmbang (l.embaran
Daerah KOla Palembang Tahun 2008 Nomor 9);

14. Pcraturan Daerah KOla Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang lzin
Penyelenggaran Rckiame (Lembaran Daerah Kola Palcmbang Tabun 2010
Nomor 7).
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PASlI12

(1) Ollng.an narna Pajak RckJmllo 1I1pungui Pajak alas pcllyclcnggaraan Reklomc.

(2) Objek Pajak Rcklomc adfllrdl scmUll pcnyclenggoraan rckJame.

(3) Objck Pajak RckJlllTlcscbagaimano diOlnksud padn aym (1), mcJiputi :
a.. RckJame pa~anlbillhoard/vldcolf.QnlmegtllrOn dan scjcnisnya ;
b. Reklnme Ram;
c. Rcklarne McJekat (Sliker);
d. Reklame Selcbaran;
e. Rcklame Berjalan, ter'masul: p;lda kendaraan;
f. Reklame !Tdara;
g. Reklrunc Apung;
h. Reklame Sunra;
i. RekJame film/Slide:
j. RekJarnc Pcragonn;

BADD

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN \VA,ITR PAJAK

13.Nilai straregis lokasl reklamc adalah ukuran nilni yang ditetapkan pada lilik lokasl
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kcpadaten pcmnnfaatan tnta
ruang kota umuk bcrbagsl aspek keginrnn dibidong usaha;

14.Kas Umum Daernh ndnlnh Kns Pemerimah Kola Palembang;
15.Bcndahnrawan Khusus Penerima untuk sclanjutnya dlsingkat BKP adalah

Bendaharawan Khusus Pcnerima pada Dinas Pendapaian Daerah Kola Palembang.
16.Pejobnt adalah pegawai yang diberi tugas toncntu dibidang pajak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,
17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, rneliputi pembayar pajak, pcmotong

pajak dan pemungut pajak yang mcmpunyai hak dan kcwajiban perpajakan sesuai
dengan kctcntuan. pcraruran perundnng-undangan perpajakan daerah.

IS.Mssa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang mcnjadi dasar bagi
Wajih Pajak untuk menghitung, menyctor dan mclaporkan pajak yang tennang,

19.5urdt Setoran I'ajak. Daerah yang selanjumya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
forrnulir ntau telnh dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Dacrah mclalui
tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Walikola.

20.Sural Kctctapan Pajak Dnernh yang selanjutnya disingkat SKPD adaJah Sural
ketetapan pajak )'lmg mcnentukan bcsarnyajumJah pokok pajak yang tcrutang,

21.Sural Ketetapan Pajak Daernh Lebih Bayer yang selanjutnya disingkal SKPDLD
adaJIIh Surat Kctctapan Pajak yrul£ mcncntukan jwnJah kclcbihan pcmbayaran
pajak karena jumlah kredh pejak lehih besar dari pajnk yang terhutang atau Lidak
seharusnya tcrlnnang.

22.Sucol Kerctepan Pajnk Dncrnh Nihil yang selanjumye dislngkat SKPDN adalah
Sural Kctctapan Pajak yang mencntukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajnk atnu pnjak ridak (cmtang dan tidak ada krcdit pajak.

23.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selaniumya disingkat STPO adalah sural unruk
melakukan tagihan Pajak .dan/OIDII sonksi admlnitrasi berupa bunga danlalau denda,

24.Pcmcriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanaknn secara objokuI dan profesional
berdasarkan suaru standar pemcriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kC\....djiban perpajakan -daerah dan/ainu untuk lujuan lain daIam rangka
melaksanakan kctcntuan peraturan peruadang-undangan perpajakan daerah,

2S.Penyidikan Tindak Pidnna dihidang Pajak Daerah adalah serangkaian tirulakan
yang dilnkukan olch Pcnyidik 'Pcga\\'ai Negeri Sipjl yang sclanjulnya djsebut
P\lI1yiclik. u.ntuk mencrui scrta mcngumpulkan bukti yang dengon bukti ilu
membWl1 rerang Tindak I'idana dibidang Pajak Dacrall yang terjaru serla
mcncmukWl lersaogkanya..
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P.asal 7

Pajak yang terutang cdalah pajak yang hams dibayar pada suaru saar dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daJam Dngion Tahun Pajak scsuai dengnn pctalwan
perundang-undangan perpajakan dacrall.

rasalS

Masa Pajak adnlah jangka waktu I (SON) bulan kalender yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, mcnyctor dSJImclaporkan pajak yang terutang,

)~asaI6

Tahun Pejak. adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali
apabila Wajib P.yak menggunnkan I.MUll liuku yang udak sama dengan tahun
kalender,

BABIY

MASA ('AJAl(. SAAT PAJAKTERUTANG DAN
~URAT l'j1~M.8ERJTAIIlJAN PAJAK

DAnrll

DASAR PENGENAAN, TARlF DAN CARA PF.RRlTUNCAN PAJAK

Pa~al4

(1) Uasar pcngcnaan Pajak Reklnme adnlnh nilni sewn reklame.
(2) Dalarn hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame

scbegaimana dirnnksud pada oyat (I), ditetapkan berdasarkan niloi kontrak
reklnme.

(3) TnrifPlljak Reklame ditetapkan sebesnr 2S% (dUB puluh persen).
(4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewn reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dlhirung dcngan memporhatikan faktor jenis, bahan yang
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumJah don
ukuran media reklame.

(5) Dalam hal uilai scwa reklarne sebagaimana di.maksltd pada ayat (2) tidak
diketahuai danfarau dianggap tid;lk wlljar, nilai sewa rcklamc ditetapkan dengan
meuggunakan fakter-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Cadi perhitungan nilai sev...'Il rcklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dltetapkan dengan rumus sebagai bcrikut :

- Jcnis rcklarne x jumlah reklame x indeks lokasi (nila] strategis) x ukuran media
reklame x jangka waktu pcnyclcnggaraan reklame,

(7) Hnsil perhitungan nilai sewn reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan olch Walikota,

Pasal ~

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang mcnggunakan
reklame,

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang rnenyelenggarakan
reklame,

(4) Tidak termnsuk nbjck Pajak Reklame adalah :
a. Penyelenggaraan R<lklamc mclalui internet, relevisi, radio, warta harlan, wana

mingguan, wnrta bulanan dan scjcnisnYil ;
b. Label/merk produk yan,> mclckai padn bnrang yang dlpcrdagangkan, yang

bcrfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;
c. Nama pengenaJ usaha atau profcsi yan~ dipasang mclekat pads hangunan

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengarur nama pengenal usaha aiau profcsi tcrscbut ;

d. Reklame yang disclcnggarakan oleh Pemerimah dan/atau Pemerintah Daerah :
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(I) SKl'D. srpo, Surat Keputusan Pemberulan, Sural Keputusan Keberatan, dnn
Putu.sa:nBanding. yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihnn pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paliug
lama I (SSIU) bulan scjak tanggal diterbitkan,

(2) Waliketa alas permohonan Wojib Pajak setelah memenuhi persyamtan yang
ditentukan dapat membcrikan perseiujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikcnakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

(3) Ketemuan lebih laniu~ mengenai lata cara pernbayaran, penyetoran, rempai
pcmbayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diarur dengan
Peraturan \Val ikota.

Uogion Ketige
Tata Cara Pembayarao dan Penagihan

Pasal )0

(3) SKPD yang tidnk aiaukurang dibayar setclah jatuh tempo pembayarao dikcnakan
sanksi administratif bcnrpa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan daagih
melalui STPD.

l'as319

(I) Walikol:i dapat mcncrbitkan S'I1)U jika:

II. PajAkdalam mhnn berjnlnn ridnk man kurnng dibaynr;
b. Wajib Pajak dikenakan sanksi adrninistratif'berupa bunga danlataudenda

(2) JumJalJ kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi adminisrratif berupa
bunga sebesar 2% (dun person) setiap bulan DDlUk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pejak.

KllgiAn Kcuua
Sanksi Administras]

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan
Walikota dibayar dengan ruenggunakan, SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(4) Vokumcn lain yang dipersanmknn sebagnimana dimaksud pada ayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan,

(2) Pernunguian Pajak dilarang diborongkan,

(I) Pajak rennang dipungut di wilayah dalam Daerah,

PasalS

Bugillo Kesatu
Tata Cars Pcmungutan

BAR"
l'EMlJNGUTAN PAJAK
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(I) Wajib Pajak dapa; mengajukan pcrrnohonan banding hanya kcpada Pcngadilan
Pajak tcrhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikola.

(2) Permohcnan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan secara
tcrtulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(riga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat kcputusan
kebcratan tcrsebut.

(3) Pengajuan permohonan handing menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan I (satu) bulan scjak tanggal pcncrbitan Putusan Banding,

Paul 14

(2) Keputusan Walikota alas keberatan dapal berupa mcncrima seluruhnya ainu
scbagian, mcnolak.steu mcnalllbah besarnya pajak yaug terutang,

(3) Apabiln dalnm jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayet (I) tel3h lewru dan
Walikota tiduk mernberi suaiu keputusan. keberaian yang uiajukan tersebut
dianggop dikahulknn.

Pasal13

(I) Wnlikota dalam jangka wal...ru paling lama 12 (dun belas) bulan, sejak taowl
Sural Kcberatan ditcrima, harus mcmbcri keputusan alas keberatan yang
diajukan.

8agian KeCnlJl3C
Keberatan dan Banding

Pasal J2

(1) Wajib Pajak UlIJXllmellgaj ukan keberatan hanya kepada Walikola atau pejabat
yang ditunjuk atas suatu SKPD;

(2) Kcberatan diajukan sccara tertulls dalam bahasa ludoncsia dengan disertai alasan­
alasan yang jelns.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, canggol pemotongau alnll peruungutan scbagaunana dimaksud
pada IIYlIt (I). kecuali jiku Wajib Pajak dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu
itu ridok dapat dipcnuhi korcno kcadnon di lunr kcknaseannya,

(4) Keberatan dapai diajuknn npnbila Wojih Pajak telah membayar paling sedlkh
scjumlah yang telah disclujul Wajlb Pajak.

(5) Kcbcratan Y811g lidak mcmcnuhi persyaratan sebagairnana dimaksud pada
ayat (I), ayat (2). ayat (3). dan. ayat (4) tidak dinnggap sebagai Surnt Kcbcrstan
schingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda pcncrimaan surat kcbcratan yang dibcrikan olen WaJikola atau pcjabal
yang ditunjuk. atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercanu
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal JJ

(I) Pajnk yang tcrutang berdasarknn SKPD, STPD, Sumt Kcputusnn Pcmbctulan,
Sural Keputusan Keberatan, don Putusan Banding yang tidak atau kurang dihayar
oleh W;UibPajak pada waktunya dapat ditaglh dcngan Sural Paksa,

(2) Pcnagihan pajak dcngan Sural I'aksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
pernndnng-undnngnn.
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BADVl

P£NGEl'I!ffiALIAN KELEBIDAN PEMBA YAR,A.,"II PAJAK

Panll7

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, W(ljib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota,

l2) WalikoUl dapai:

R. mengurangkan ainu menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan "P'\iak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak aiau bukan karena kesalahannya;

b. mcngurangken atnu membntalkan SKPD, atau STPD;
c. mengurangkan arau membatalkan STPD;
d. membatalkan hnsil pemcriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan taia cars yaog ditemukan: dan
c. mcngurangknn ketctapan pajak terutang berdasarkan penimbangan

kemarnpuan membayar Wnjib Pajak atau kondisi terrentu (lbjck pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mcngcnni Inlo cam pcngurangan atau penghapusan sanksi
ndministratif dan pengurangan atau pembaralau kctetapan pajak sebagaimann
dimaksud pada aynt (2) dlarur dcngan Peraturan Walikota.

Hagilln f(clima
Pemberulan, Pembatalan, Pengurangan Keretapan, dan
Penghapusan atau Pcngurangan Sanksi AdministrdfiI

Pasal16

(I) Alas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat
mcmbctulkan SKPD, S'I'Pl>, yang dalam pcncrbitannya tcrdapat kesalahan lulls
dan/atau kesalahan hi tung dan/atau kekeliruan penerapan keiemuan tenenru
dalam peraruran perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) 1mbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dihitung sejak bulan
pclunasan sampai dengan ditetbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hoi keberatan Wojib Pajak ditolok atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50~ (lima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukau kcberatan.

(4) DaJam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh person) scbagaimana ditnaksud pada
ayul (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal perrnohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif bcrupa dcuda scbcsar IOOOA.(scratus perscn) dari
jumlah pajak bcrdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pcmbayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(I) Jika pengajuan keberaran atau permohonan banding dikabulkan sebagian aiau
seluruhnya, kclcbihan pcmbayaran pajak dikcmbalikau dcngan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dun persen) sebulnn unruk paling Iarna 24 (duo puluh empai)
bulan.

Pasat 15
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(3) Tala tara penghapusan piurang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Pcrnturan Waljkoln.

(2) Wallkota menetapkan .Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada _ayat(I).

(I) Piutang Pajak yang tldak mungkin dhagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada a)'al (2)
huruf b, adalah W.tiib Pajak dcngan kcsadarnnnya menyatakan mnsih mempunyai
UI8ng Pajak dan belum rnclunasinya kepada Petnerintah Kola

(5) Pcngakuan uiang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat dikctnhul dnri pengajuan pcrmohonun angsuran atau pcuundaan
pembayaran dan permohonan'kebcratan olch Wlljib Pojak.

Pasal19

(3) Dalam hal diterbitkan Sural Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
patio ayat (2) huruf B, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Sural Paksa tersebut.

a. diterbiikan SW1liTCt,'1lTdIl dan/atau Sural Paksa; atau
b. ada pengakuan tilling pnjak dan Wajib "ajal.:. baik langsung mlluflun tidak

langsung.

(2) Kcdaluwarsa penagihan Pajak sebagainiana dimaksud pada ayat (I) tenangguh
apabila:

(I) Hak unmk mclakukan penagihan Pajak rncnjadi kedaluwarsa setelah melampaui
'''1ll.'1U 5 (lima) tahun terhiruug sejAk sant terntnngnya Pajak, kccuali apabila
Wajib Pajak mclakukantindak pidana di bidang perpajakan dacrah.

rasal 18

KEDALUWi\RSA PENAGJDAN

BAB VII

(6) rata cam pcngembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayar (I), d iatur dCI1~n Pcraruran Walikota.

(5) Pengemhalian kelebihan pcmbayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan dalam jangka ,....aktu 2 (dua) bulan. sejak dherbhkannya SKPOI.B.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau lainnya, kelebihan
pcmbayaran Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (I) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih.dahulu utang Pajak rersebut.

(3) Apabila jangka waktu scbegaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) teJah
dilampaui dan Walikota tidak mernberikan SWlUl keputusan, permohonan
pcngembalian pernbayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (SIIIU)bulan.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
direrlrnanya pcrmohcnan pcngcmbalian kelebihan pernbayaran Pajak
sebagaimana dirnaksud pada nynt (I), hnnlS membcrikan keputusan,

8



(4) Untuk kcpcntingan Daerah, Walikota berwenang membcri .izin terrulis kepada
pejobot sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). agar memberikan keterangan, mcmpcrlihstkan bukti
tertulis dan aiau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(3) Dikccunlikan dati keteniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan
ayat (2) adaluh:
II. I'cj3bnt don tennga ahli yang bertindak scbagai saksi atau saksi ahli dalam

sidang pcugadilan;
b. Pejabat dan/atau tcuaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk

memberikan keterangan kepada pejabat Icmbaga ncgara atau instansi
Pemerintah yang berwenang rnclakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
dacrah, ~

(2) Larangaa scbagaimana dimnksud pada o)'at (I) berlaku juga terhadap lenaea ahli
yang dirunjuk oleh Walil\ot!\ untuk membantu dalam pelaksanaan keteruuan
pcraturan perundang-undangan perpajokan daerah,

(1) Setiap pejabat dilarang membcritahukan kepada pihak lain segnla SCSI18tUyMg
diketahui aiau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya unruk mcnjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
pcrpajakan dnemh.

Pasal22

KETENTtJAN KHUSUS

BABIX

(3) Ketentuan lebih lanjut mcngcnoi tarn cars pcmoriksaan Pajak diatur dengan
Peraturun Walikota,

(2) Wajib Pajak yang diperiksa \vajib :
a. Mcrupcrlihatkau dan/atau uicmiujamkan buku atau caunan, dokumcn YMg

mcnjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dcngan objck Pajak
yang rcnnang.

b. Memberikan kcsempatnn umuk mcmnsuki temper OIAII mllngan )'lUll::
diallggop pcdu dan mcmberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

c. Mernberikan keterangan yang diperlukan

(I) WaJikola berwenang melakukan melakuknn pemeriksaan untuk mcnguji
kepatuhan pcmenuhan kewajiban pcrpajakan daerah dalarn rangka
rnelaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dncrah.

Pasal 21

(2) Kritcria Wajib Pajak dan penemuan besaran omzet serta tala cam pembukuan
atnu pencatatan sebagaimnna dimaksud pads 8)'01 (1) diatur dengan Peraturan
WalikOIa.

1'1'181'1120

(I) Wojib Pajak yang melakukau usaha dengan omzei paling sedikit
Rp.300.000.000.- (tiga ratus jutn rupiah) pertahun wajib mcnyclcnggarakan
pembukuan atau pcncatatan.

BABVW

l'~MHUKUAN OAN I'EMEIUKSMN
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(4) Pc.uyidik sebagaimDila dimllkl;ud Jl:C!da ayat (I) mc.mberitabukan dimulainya
penyldikan dan. mcnyampaikan llasil penyidikannya kepadll Penuntul Umum
mclalui P.cnyidik pcjabat Polisi Negard R1lpublik Indonesia, scslllli dengan
ketentunn yang diatur dalwn Unc]ang-Undang l:Iukum Aear8 Pidona.

6. mcncrima, mcneari, mengumpulkan, dan rneneliri keterangan atau Iaporan
berkenaan dengan tindllk pidana di bidang pcrpajakan Daerah agar .keterangan
aiau laporan terscbut m'cnjadi lc:J?ib lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan rcnrang kebenaran pcrbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana.perpajakan Daerah ;

c. mcmlnia kctcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindok pidana di bidang perpajakan Daerah ;

d. memcriksa buku, catatan, dan dokumcn lain berkcuaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah ;

e. melakukan penggelcdahan uniuk meudapatkan bahsn bukti pcmbukuan,
pencatatan, don dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut :

f. meminta bantuan tennga nhli dalam rnngka pelaksanaan iugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah ;

g. menyuruh bcrhcnti dan/ntau mclarang seseorang mcninggalkan ruangan BUIU
ternpat pada saat pemeriksaan sedang bcrlangsung don memeriksa idcniitas
orang, bends, dan/nUlu dokumcn yang dibawu;

h. memotret sCSCQr8L1g yallg bcrknltan dcngan undak pidona perpajakan Daerah :
I. mcmaaggil orang untu!; didengar keterangannya dan diperiksa scbagai

tcrsangka alau saksi;
j. menghentikan pcnyidik<ln; dmuithlll
k. mclakuknll tindakan Jain yang perlu untuk kelancar.m pcnyidikan tindok pidana

di hidang perpajal.<an OacraJl scsuai dcngan ketenruan peramron pcrundang­
undangllll.

(3) Wewenang Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah:

(2) Penyidik sebagaimana dimnksud pada ayut (I) adalah pejabol reC8\\'lIi ncgcri sipil
tcncntu di Iingkungun Pcmerimah Kota yang diangkat oleh pejabat yang
berwcnang scsuai dcngan kctentuan pemturan perundangundangan,

(I) Pcjobnt Pcgawai Negeri Sipil tertenru di lingkuugan Pemerintah Kota diberi
wewenang khusus sebngai Pcuyidik unluk melokukan penyidlkan tindak pidana
dibidang pcrpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undong
Ilukum Acnra Pidana,

Pasal23

BABX
PENYIDIKAN

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama [ergugat, keterangan yang diminta, scna kaitan antara
pcrkara pidana aiau perdata yang bcrsangkutan dengan kererangan yang diminta,

(5) Umuk kcpcntlugan pemeriksaan di pengndilan daJam perkara pidana arau
pcrdata, "1Ia.~permintann hakim scsuai dengun Hukum Acara I'idana dun Ilukum
Acara Pcrdata, Walikota dapat mcmbcri izin tertulis kepada pcjabal
sebagairnana dimaksud pada ayal (I). dan tenngo ahli sebagaimana dimoksud
pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tenulis dun
kererangan Wajib Pajak yung ada padanya.
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WALIKOTA PALEl\mANG.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dcngan pcncmpatannya dnlom Lcmbaran Daerah Kota Pnlcmbang

Peraturaa Daerah ini muiai bcrlaku pada tanggal diundangkon.

Pa.'lBl28

Hal-hal yang bcrsifat teknis yang bclum dlatur dalam Peraturan Daernh ini, sepanjang
mengeaai pelaksanaannyu akan dilclBpkan lebib lanjul oleh WalikoUl.

Pasal27

Dengan bcrlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraruran Dacrah Kotamadya Daerah
Tingkat n Palembang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame scbagaimana lelah
diubab dengan Peraiuran Daerah Kota Palernbang Nomor 7 Taboo 2001 tentang Pajak
Reklame, dicabut dan dinyalakan tidak berlaku.

Paul 26

PENtJTUP

'BAB xu...

Pasal25

Ttodak pidana di bidang pcrpajaken Daerah lidak ditunnn setelab melampaui jangka
wskru 5 (lima) tnhun sejak saar terutangnya pajak atau berukhimyn Masa Pajak atau
berakhimya Bsgian Tanun Pajak atau berakhimya Tabun J)ajak yang bersangkutan.

Pasal2"

(I) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampalkan kererangan yang tidak
benar, sehingga merugikan keuangan Dacrah dapa; dipidnna dengan pidana
kurungan paling lama I (S8IU) tahun atau pidann denda pallog banyek 2 (dua) kali
jumJah pajak terutang yang tidak ataukuraag dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan kererongan yang lidak
benar, sehingga merugikan kcuangan Daerah dapa! dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tabun atsu pidana denda paling banyak 4 (em pat) kali
jum1ab pajak terutang yang tidak arau kurang dibayar.

DAB XI

KETENTUAN PIDANA
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